
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.222, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Organisasi. Tata 
Kerja. UPT. Konservasi SDA. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: P.51/Menhut-II/2009 
TENTANG 

 PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR P.02/MENHUT- II /2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.02/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; 

b. bahwa telah berubahnya nama Provinsi Irian Jaya Barat 
menjadi Provinsi Papua Barat, dan dalam rangka 
meningkatkan pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan 
optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung, sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber 
Daya Alam; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412) ; 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang 
Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3544); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman 
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3550); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3776); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup 
yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4076); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696)       sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

12.  Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004; 

13.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

14.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

15.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi 


